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Abstract

This research is motivated by the establishment of the Individual
Company as a new legal entity after the enactment of Law
Number 11 of 2020 on Job Creation, which aims to facilitate
business activities for micro and small enterprises. This study
analyzes the legal construction, legal standing, and liability
principle of the founder of an Individual Company within the
Indonesian company law system. The research uses a normative
legal method with statutory and conceptual approaches,
supported by primary, secondary, and tertiary legal materials
analyzed qualitatively. The findings show that an Individual
Company is legally recognized as a legal entity despite being
established by only one person. This reflects a paradigm shift
from the traditional concept of a company as a collective capital
association toward a simpler and more functional business
model. The principle of limited liability remains a fundamental
characteristic, but it is not absolute. It may be set aside if the
founder fails to fulfill legal obligations, mixes personal and
company assets, or abuses the company for unlawful purposes.
Therefore, the Individual Company provides legal protection for
founders while imposing accountability to ensure legal certainty
and third-party protection.

Keywords: legal entity, limited liability, micro and small
enterprises, legal accountability.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Perseroan
Perseorangan sebagai bentuk badan hukum baru pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memberikan
kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
konstruksi dan  kedudukan  hukum  Perseroan
Perseorangan serta prinsip pertanggungjawaban hukum
pendirinya dalam sistem hukum perseroan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual,
dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Perseroan Perseorangan merupakan badan hukum
yang sah meskipun didirikan oleh satu orang, sehingga
mencerminkan pergeseran paradigma dari konsep
perseroan sebagai persekutuan modal kolektif menjadi
model yang lebih sederhana dan fungsional. Prinsip
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tanggung jawab terbatas tetap menjadi karakter utama,
namun  tidak  bersifat mutlak karena  dapat
dikesampingkan apabila pendiri tidak memenuhi
kewajiban hukum, tidak melakukan pemisahan harta
kekayaan, atau menyalahgunakan perseroan untuk tujuan
yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian,
Perseroan Perseorangan memberikan perlindungan
hukum sekaligus menuntut akuntabilitas yang lebih besar
dari pendirinya demi menjamin kepastian hukum dan
perlindungan bagi pihak ketiga.

Kata Kunci: badan hukum, tanggung jawab terbatas,
usaha mikro dan kecil, akuntabilitas hukum.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
sistem hukum perseroan di Indonesia mengalami perubahan mendasar melalui pengenalan
Perseroan Perseorangan sebagai bentuk badan hukum baru yang dapat didirikan oleh satu
orang. Inovasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
mikro dan kecil. Namun demikian, lahirnya Perseroan Perseorangan juga menimbulkan
persoalan yuridis fundamental terkait hakikat badan hukum, prinsip tanggung jawab
terbatas, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Berbeda dengan konstruksi Perseroan Terbatas klasik yang dibangun atas asas
pluralitas dan pemisahan kekayaan yang ketat, Perseroan Perseorangan menghapus kedua
pilar tersebut dan menggantikannya dengan mekanisme self-declaration serta kepatuhan
administratif pendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah Perseroan
Perseorangan benar-benar dapat diposisikan sebagai badan hukum sejati, atau justru
berpotensi menjadi badan hukum semu yang melemahkan prinsip kepastian hukum dan
perlindungan kreditur.

Hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sejak awal kemunculannya merupakan
hasil adopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental yang menekankan pada konsep
persekutuan modal dan tanggung jawab terbatas. Melalui konstruksi tersebut, negara
berupaya menyediakan bentuk badan hukum yang mampu menampung kegiatan ekonomi
secara modern dengan prinsip pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.
Konsep ini lahir dari kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang ingin
beroperasi dalam skala besar, sekaligus memberikan rasa aman bagi pihak ketiga melalui
kepastian tanggung jawab hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjadi
tonggak utama yang mengatur keberadaan PT di Indonesia, di mana dua asas pokok yang
menjadi pijakannya adalah asas pluralitas dan asas modal dasar. Asas pluralitas
menegaskan bahwa pendirian PT harus dilakukan oleh minimal dua orang, yang secara
filosofis dimaksudkan untuk menghadirkan mekanisme kontrol internal dan mencerminkan
sifat persekutuan dari entitas usaha. Sedangkan asas modal dasar menjadi wujud jaminan
awal bagi pihak ketiga dan cerminan dari kemampuan ekonomi suatu perseroan untuk
menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum perseroan
klasik dibangun di atas kerangka keseimbangan antara perlindungan terhadap pemilik
modal dan kepastian hukum bagi para kreditur.
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Namun, dalam perkembangan sosial ekonomi Indonesia, muncul kesenjangan yang
nyata antara konstruksi hukum perseroan klasik dan realitas ekonomi pelaku usaha kecil. Di
lapangan, mayoritas pelaku ekonomi Indonesia justru adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
yang beroperasi secara informal/ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih
dari 60 juta unit usaha di Indonesia termasuk dalam kategori mikro dan kecil, dengan
kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
Meskipun Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 juta unit
usaha dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sebagian besar
masih beroperasi secara informal, tanpa badan hukum yang jelas, seperti dalam bentuk
usaha perseorangan atau CV. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi hukum yang
menginginkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dengan kenyataan bahwa regulasi yang
ada tidak mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Akibatnya, banyak pelaku usaha
yang memilih bertahan dalam sektor informal, meskipun hal tersebut berarti menanggung
risiko hukum dan ekonomi yang lebih besar, termasuk ketidakpastian dalam perlindungan
aset pribadi dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan.

Kesenjangan inilah yang kemudian memunculkan urgensi bagi negara untuk
menghadirkan instrumen hukum baru yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi
masyarakat. Dalam konteks tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang membawa paradigma baru dalam reformasi
regulasi nasional melalui pendekatan Ommnibus Law. Pendekatan ini dirancang untuk
memangkas hambatan birokrasi, menyederhanakan perizinan usaha, dan menciptakan
iklim investasi yang lebih kondusif. Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh UU
Cipta Kerja adalah penambahan ketentuan baru dalam UU PT mengenai lahirnya bentuk
badan hukum yang disebut Perseroan Perseorangan (PP). Ketentuan mengenai PP secara
rinci dimuat dalam Pasal 153A sampai dengan Pasal 153] UU PT hasil perubahan. Konsep
ini memungkinkan seseorang untuk mendirikan perseroan terbatas tanpa harus memenuhi
asas pluralitas, karena PP dapat didirikan hanya oleh satu orang pendiri. Tidak hanya itu,
syarat modal dasar minimum yang selama ini menjadi hambatan juga dihapuskan, dan
proses pendiriannya cukup dilakukan melalui sistem elektronik di Kementerian Hukum
dan HAM tanpa perlu akta notaris.

Secara konseptual, lahirnya Perseroan Perseorangan merupakan langkah progresif
dalam mengakomodasi realitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMK. Tujuan
utamanya adalah untuk memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) dan
mendorong pelaku usaha kecil agar dapat menikmati manfaat formalitas hukum seperti
akses permodalan, perlindungan aset, serta kredibilitas usaha di mata pihak ketiga. Melalui
terobosan ini, pemerintah berharap dapat memperluas basis pelaku usaha formal dan
memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif. Secara filosofis, pembentukan PP
mencerminkan pergeseran paradigma hukum korporasi Indonesia dari yang bersifat elitis
karena hanya dapat dijangkau oleh korporasi besar menjadi lebih egaliter dan adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat kelas menengah dan bawah.

Namun demikian, di balik terobosan tersebut tersimpan problematika yuridis yang
tidak dapat diabaikan. Dari sudut pandang teori hukum perseroan, PP menghadirkan
anomali konseptual yang menantang fondasi klasik hukum perusahaan. Sebagai badan
hukum, PP diakui memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Akan tetapi, karena PP
didirikan oleh satu orang dan tanpa kewajiban modal dasar, maka pemisahan kekayaan
antara pendiri dan perusahaan menjadi sangat rentan. Hal ini berpotensi mengaburkan
prinsip limited liability yang merupakan jantung dari eksistensi sebuah perseroan.
Ketiadaan pluralitas membuat kontrol internal nyaris tidak ada, sementara tanpa modal
dasar yang jelas, tidak ada jaminan bagi pihak ketiga apabila perusahaan mengalami
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wanprestasi atau kebangkrutan. Dengan demikian, meskipun secara administratif PP
memenuhi unsur sebagai badan hukum, secara substansial keberadaannya menimbulkan
pertanyaan: sejauh mana hukum dapat memberikan pengakuan penuh terhadap entitas
yang nyaris tidak memiliki karakteristik persekutuan modal dan perlindungan kreditor
sebagaimana lazimnya sebuah PT?

Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan prinsip tanggung
jawab terbatas. Dalam konsep PT klasik, pemisahan tanggung jawab pemegang saham dan
perusahaan merupakan prinsip yang bersifat absolut. Namun dalam konteks PP, prinsip ini
berubah menjadi bersifat kondisional. Berdasarkan ketentuan Pasal 153B ayat (2) UU PT
hasil perubahan, pendiri PP wajib memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan,
serta menyampaikan laporan keuangan tahunan secara berkala. Apabila kewajiban
administratif ini diabaikan, maka perlindungan tanggung jawab terbatas dapat gugur, dan
pendiri dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas seluruh kewajiban perusahaan. Artinya,
prinsip limited liability dalam PP bukanlah perlindungan mutlak sebagaimana pada PT
konvensional, melainkan bersyarat dan bergantung pada kepatuhan pendiri terhadap
ketentuan administratif. Dalam konteks inilah muncul relevansi doktrin piercing the
corporate veil atau pembukaan tabir perseroan, di mana hukum dapat menembus batas
formal antara badan hukum dan pendirinya untuk menegakkan keadilan substantif apabila
ditemukan penyalahgunaan bentuk badan hukum wuntuk kepentingan pribadi atau
penghindaran tanggung jawab.

Fenomena ini menjadi titik krusial yang menegaskan urgensi penelitian terhadap
konstruksi dan kedudukan hukum Perseroan Perseorangan. Sebagai entitas baru dalam
sistem hukum korporasi Indonesia, PP membutuhkan analisis komprehensif tidak hanya
dari aspek normatif, tetapi juga fungsional. Permasalahan yang muncul bukan hanya
berkaitan dengan keabsahan status badan hukum PP, melainkan juga terkait dengan
efektivitas instrumen hukum yang mengatur mekanisme pembentukannya, sistem
pertanggungjawabannya, hingga proses pembubarannya. Dalam praktik, proses pendirian
PP yang sangat cepat dan mudah berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak
beritikad baik (mala fide). Kemudahan akses tanpa verifikasi yang ketat membuka peluang
terjadinya legal hacking, di mana seseorang dapat mendirikan PP secara instan untuk tujuan
yang menyimpang, seperti penghindaran pajak, penggelapan aset, atau pencucian uang
dalam skala kecil. Selain itu, mekanisme pembubaran PP yang juga disederhanakan dapat
menimbulkan risiko baru, khususnya bagi pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan
PP. Jika pembubaran dapat dilakukan secara sepihak dan cepat tanpa mekanisme
pengawasan yang memadai, maka kepentingan kreditur atau mitra bisnis bisa terabaikan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem hukum mampu
memastikan bahwa kemudahan berusaha yang ditawarkan melalui PP tidak justru
membuka celah penyalahgunaan hukum dan mengurangi perlindungan terhadap pihak
lain.

Selanjutnya, dalam tahap pembubaran, isu yang tidak kalah penting adalah
bagaimana mekanisme penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga diatur. Pasal 153] UU
PT memberikan kemudahan bagi pendiri PP untuk membubarkan perusahaannya, tetapi
tidak menjelaskan secara rinci prosedur penyelesaian utang dan tanggung jawab hukum
lainnya. Dalam praktiknya, pembubaran instan ini berpotensi disalahgunakan untuk
menghindari kewajiban terhadap kreditur atau mitra bisnis. Kondisi ini dapat menciptakan
ketidakpastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
instrumen hukum yang baru diperkenalkan. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme
pembubaran PP menjadi penting tidak hanya untuk menilai kesempurnaan sistem hukum
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yang ada, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat
perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademik maupun praktis.
Dari sisi akademik, keberadaan PP sebagai bentuk badan hukum baru menuntut
pembentukan teori dan doktrin hukum korporasi yang lebih kontekstual dengan kondisi
sosial ekonomi Indonesia. Paradigma hukum perseroan klasik yang berakar pada tradisi
Eropa mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk menjawab tantangan ekonomi mikro yang
bercirikan informalitas tinggi. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi konseptual mengenai
apa yang dimaksud dengan “perseroan” dalam konteks ekonomi digital dan inklusif seperti
saat ini. Dari sisi praktis, penelitian ini mendesak karena PP kini telah diimplementasikan
secara luas, namun pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha masih
rendah. Banyak pelaku UMK yang mendirikan PP tanpa memahami konsekuensi hukum
yang melekat, terutama terkait kewajiban administrasi dan risiko tanggung jawab pribadi
apabila tidak memisahkan aset. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan
permasalahan hukum baru yang dapat mengganggu iklim usaha, seperti sengketa perdata
antara PP dan kreditur, atau bahkan pidana korporasi apabila PP digunakan untuk tujuan
ilegal.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan agenda nasional dalam memperkuat
iklim investasi dan pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah berupaya menjadikan
kemudahan berusaha sebagai daya tarik utama investasi, tetapi kemudahan tersebut harus
diimbangi dengan sistem hukum yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Dengan melakukan analisis terhadap mekanisme pembentukan hingga pembubaran PP,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum
korporasi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat
kebijakan dalam menyempurnakan regulasi PP agar tetap selaras dengan prinsip keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan. Di sisi lain, secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya
diskursus mengenai evolusi hukum perseroan di Indonesia dari perspektif lokal, sekaligus
menegaskan pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan struktur ekonomi
masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak boleh
statis. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut sistem hukum yang responsif
dan berkeadilan. Perseroan Perseorangan sebagai inovasi hukum memang membuka ruang
baru bagi pelaku UMK untuk naik kelas secara legal, tetapi tanpa desain mekanisme hukum
yang kokoh, entitas ini berisiko menjadi “badan hukum semu” yang justru menimbulkan
ketidakpastian baru. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menelaah secara
mendalam bagaimana konstruksi dan kedudukan hukum PP dibentuk, diimplementasikan,
dan diakhiri, agar tujuan awal kemudahan berusaha tidak bertolak belakang dengan prinsip
dasar perlindungan hukum yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu
penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin yang
berlaku dalam sistem hukum positif. Metode ini digunakan karena fokus utama penelitian
adalah menganalisis konstruksi dan kedudukan hukum Perseroan Perseorangan pasca
berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya mengenai status badan hukum, prinsip
tanggung jawab terbatas, mekanisme pendirian, pelaporan, hingga pembubaran Perseroan
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Perseorangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan
ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis konsistensi norma, implikasi
yuridis, serta memberikan argumentasi hukum terhadap pengaturan Perseroan
Perseorangan dalam sistem hukum perseroan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan peraturan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan Perseroan
Perseorangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021. Pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis doktrin hukum korporasi, seperti legal personality, separate legal entity, limited
liability, dan piercing the corporate veil. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan
untuk membandingkan pengaturan Perseroan Perseorangan di Indonesia dengan model
badan hukum tunggal di negara lain, seperti Ein-Mann-GmbH di Jerman dan single-member
LLC di Amerika Serikat.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum
primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Perseorangan
dan hukum perseroan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta
Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 21 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal
ilmiah, tesis, disertasi, dan pendapat para ahli yang relevan dengan hukum perseroan,
badan hukum, tanggung jawab terbatas, tata kelola perusahaan, serta perlindungan pihak
ketiga. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan
sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum
yang digunakan dalam penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji bahan hukum yang
relevan dengan objek penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-
undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber
hukum pembanding dari negara lain. Studi kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum Perseroan Perseorangan,
mekanisme pembentukannya, kewajiban administratif, prinsip pertanggungjawaban
pendiri, serta prosedur pembubarannya.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum
berdasarkan rumusan masalah, penafsiran norma hukum, serta penarikan kesimpulan
secara sistematis. Penafsiran dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum perseroan,
teori badan hukum, prinsip tanggung jawab terbatas, serta doktrin piercing the corporate veil.
Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menjawab bagaimana konstruksi dan
kedudukan hukum Perseroan Perseorangan dalam sistem hukum Indonesia serta
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bagaimana mekanisme pembentukan hingga pembubarannya dapat menjamin kepastian
hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi dan Kedudukan Hukum Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya Undang-
Undang Cipta Kerja serta Prinsip Pertanggungjawabannya

Berdasarkan temuan penelitian ini, pengaturan Perseroan Perseorangan pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk
reformulasi mendasar terhadap konsep perseroan dalam hukum Indonesia. Reformulasi ini
tidak hanya menyederhanakan aspek pendirian perseroan, tetapi juga mengubah secara
signifikan konstruksi normatif mengenai subjek hukum perseroan, kedudukan badan
hukum, serta pola pertanggungjawaban hukum yang melekat di dalamnya. Perseroan
Perseorangan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan legalitas usaha mikro dan kecil,
sekaligus sebagai instrumen kebijakan hukum untuk memperluas akses pelaku usaha
terhadap perlindungan badan hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Cipta Kerja telah menggeser paradigma klasik
perseroan terbatas yang sebelumnya mensyaratkan adanya minimal dua orang pendiri
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Melalui perubahan tersebut, perseroan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai
persekutuan modal yang lahir dari kehendak kolektif, melainkan juga dapat dibentuk oleh
kehendak individual. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran ini
mencerminkan orientasi kebijakan hukum yang lebih pragmatis dan fungsional, dengan
menempatkan perseroan sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan semata-mata
konstruksi hukum formal.

Selain itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun didirikan oleh satu
orang, Perseroan Perseorangan tetap memperoleh pengakuan sebagai badan hukum yang
sah setelah memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh pendaftaran melalui
sistem Administrasi Hukum Umum. Dengan pengakuan tersebut, Perseroan Perseorangan
memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari pendirinya.
Pemisahan ini melahirkan konsekuensi yuridis bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari
kegiatan usaha pada prinsipnya melekat pada perseroan, bukan pada pendiri secara
pribadi.

Namun demikian, pemisahan antara perseroan dan pendiri dalam Perseroan
Perseorangan bersifat lebih rapuh dibandingkan dengan Perseroan Terbatas konvensional.
Tidak adanya struktur organ perseroan yang berlapis menyebabkan seluruh fungsi
pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan berada pada satu subjek hukum
yang sama. Kondisi ini menjadikan pemisahan harta kekayaan antara perseroan dan pendiri
sangat bergantung pada kepatuhan dan itikad baik pendiri dalam menjalankan kewajiban
hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum, Perseroan Perseorangan tetap menganut
prinsip tanggung jawab terbatas sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai badan hukum.
Pendiri tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan dan tidak
menanggung kerugian perseroan melebihi kekayaan perseroan. Prinsip ini merupakan inti
dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar
berani melakukan aktivitas usaha tanpa dibebani risiko pribadi yang berlebihan.
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Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab
terbatas dalam Perseroan Perseorangan tidak diberikan secara mutlak. Undang-Undang
Cipta Kerja secara tegas menempatkan kewajiban administratif dan substantif sebagai
prasyarat keberlakuan perlindungan tersebut. Apabila pendiri tidak melaksanakan
kewajiban pemisahan harta, tidak menyampaikan laporan keuangan, atau menggunakan
perseroan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, maka pendiri dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi. Dalam konteks ini, prinsip piercing the corporate veil
tidak hanya berfungsi sebagai doktrin yurisprudensial, tetapi telah dilembagakan secara
normatif dalam sistem hukum perseroan.

Pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam
merancang Perseroan Perseorangan. Negara memberikan kemudahan pendirian dan
fleksibilitas pengelolaan, namun pada saat yang sama membangun mekanisme
pengendalian tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum. Dengan
demikian, perlindungan hukum terhadap pendiri berjalan seiring dengan perlindungan
kepentingan pihak ketiga yang berinteraksi dengan Perseroan Perseorangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
konstruksi dan kedudukan hukum Perseroan Perseorangan pasca berlakunya Undang-
Undang Cipta Kerja bersifat progresif namun bersyarat. Perseroan Perseorangan diakui
sebagai badan hukum yang sah dengan prinsip tanggung jawab terbatas, tetapi pengakuan
tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pendiri terhadap norma hukum dan prinsip
itikad baik. Dengan konstruksi demikian, Perseroan Perseorangan menjadi instrumen
hukum yang relevan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, sekaligus
tetap menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, keberadaan Perseroan Perseorangan juga membawa implikasi
konseptual terhadap teori badan hukum yang berkembang dalam hukum perseroan. Dalam
pendekatan klasik, badan hukum dipahami sebagai entitas yang lahir dari organisasi yang
terstruktur dan kolektif, dengan pembagian fungsi yang jelas antara organ pengelola dan
pengawas. Perseroan Perseorangan menunjukkan pergeseran dari pendekatan tersebut
menuju pendekatan yang lebih fungsional, di mana eksistensi badan hukum tidak lagi
bergantung pada kompleksitas struktur, melainkan pada pengakuan normatif negara dan
pemenuhan persyaratan hukum tertentu. Pergeseran ini menegaskan bahwa hukum
perseroan Indonesia mulai mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern tanpa sepenuhnya
meninggalkan prinsip-prinsip dasar badan hukum.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada
Perseroan Perseorangan berpotensi menimbulkan tantangan dalam praktik hukum. Dengan
hanya satu orang yang mengendalikan seluruh aspek perseroan, risiko penyalahgunaan
badan hukum menjadi lebih besar dibandingkan dengan perseroan yang memiliki struktur
organ yang lebih kompleks. Risiko tersebut antara lain berupa pencampuran harta
kekayaan, penggunaan perseroan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pribadi,
serta pengaburan batas antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi pendiri.
Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Perseroan Perseorangan sangat ditentukan oleh
efektivitas mekanisme pengawasan normatif yang telah dirancang oleh pembentuk undang-
undang.

Dalam kaitannya dengan perlindungan pihak ketiga, status badan hukum Perseroan
Perseorangan memberikan kepastian hukum yang penting dalam hubungan kontraktual.
Pihak ketiga dapat berinteraksi dengan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri,
tanpa harus bergantung pada identitas pribadi pendiri. Namun demikian, kepastian hukum
tersebut harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas perseroan. Kewajiban
penyampaian laporan keuangan dan pemenuhan kriteria usaha mikro dan kecil berfungsi
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sebagai sarana untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak dirugikan oleh penggunaan
badan hukum secara tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pendekatan Undang-Undang Cipta Kerja dalam mengatur
pertanggungjawaban Perseroan Perseorangan bersifat preventif sekaligus korektif. Bersifat
preventif karena menetapkan kewajiban administratif sejak awal pendirian perseroan, dan
bersifat korektif karena membuka ruang pertanggungjawaban pribadi apabila kewajiban
tersebut dilanggar. Dengan demikian, hukum tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran
yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan badan hukum
melalui pengaturan yang bersifat antisipatif.

Dalam perspektif kepastian hukum, Perseroan Perseorangan menawarkan kepastian
yang relatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil, namun masih menyisakan ruang interpretasi
dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban. Penentuan apakah pendiri dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi pada akhirnya bergantung pada penilaian terhadap
kepatuhan pendiri terhadap kewajiban hukum dan prinsip itikad baik. Oleh karena itu,
peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi krusial dalam menafsirkan dan
menerapkan ketentuan mengenai Perseroan Perseorangan secara konsisten dan adil.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan Perseroan
Perseorangan berpotensi mendorong perubahan perilaku hukum pelaku usaha mikro dan
kecil. Dengan adanya status badan hukum, pelaku usaha didorong untuk lebih tertib secara
administratif dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun
demikian, perubahan perilaku tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan
memerlukan sosialisasi hukum yang memadai serta penegakan hukum yang konsisten.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa
Perseroan Perseorangan merupakan inovasi hukum yang memiliki potensi besar dalam
mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi sektor usaha mikro dan kecil.
Akan tetapi, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila konstruksi hukum yang telah
dirancang oleh Undang-Undang Cipta Kerja diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban
hukum secara konsisten dan penegakan prinsip pertanggungjawaban yang tegas. Dengan
demikian, Perseroan Perseorangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana kemudahan
berusaha, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang tetap menjunjung tinggi prinsip
keadilan dan kepastian hukum.

Mekanisme Pembentukan hingga Pembubar Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja

Mekanisme pembentukan Perseroan Perseorangan pasca berlakunya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya penyederhanaan
yang signifikan dibandingkan dengan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas
konvensional. Penyederhanaan ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang secara
sadar diarahkan untuk menghilangkan hambatan administratif bagi pelaku usaha mikro
dan kecil dalam memperoleh status badan hukum. Dalam konteks ini, pembentukan
Perseroan Perseorangan tidak lagi diposisikan sebagai proses hukum yang kompleks dan
berbiaya tinggi, melainkan sebagai prosedur administratif yang relatif sederhana namun
tetap memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat.

Secara normatif, Perseroan Perseorangan dibentuk melalui pernyataan pendirian
yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pernyataan pendirian tersebut menggantikan fungsi akta pendirian notaris sebagaimana
dikenal dalam pendirian Perseroan Terbatas konvensional. Di dalamnya tercantum identitas
pendiri, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, modal dasar, modal ditempatkan dan
disetor, serta keterangan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
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Dengan disahkannya pernyataan pendirian tersebut melalui sistem Administrasi Hukum
Umum, Perseroan Perseorangan secara resmi memperoleh status badan hukum sejak
diterbitkannya bukti pendaftaran oleh Menteri.

Penyederhanaan mekanisme pendirian ini menunjukkan adanya pergeseran
paradigma pengaturan dari model formalistik menuju model administratif-fungsional.
Negara tidak lagi menempatkan notaris sebagai gerbang utama pendirian badan hukum
bagi usaha mikro dan kecil, melainkan memusatkan proses pada sistem pendaftaran
elektronik yang berbasis pernyataan pendiri. Konsekuensi dari model ini adalah
meningkatnya tanggung jawab hukum pendiri atas kebenaran data dan informasi yang
disampaikan, karena negara memberikan kepercayaan penuh kepada pendiri tanpa
pemeriksaan substantif di tahap awal.

Dalam tahap operasional, Perseroan Perseorangan tetap dibebani kewajiban
administratif tertentu yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan ex post. Kewajiban
penyampaian laporan keuangan secara berkala menjadi elemen penting dalam memastikan
bahwa perseroan dijalankan secara tertib dan terpisah dari kepentingan pribadi pendiri.
Laporan keuangan tersebut tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga memiliki
nilai pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa antara perseroan
dengan pihak ketiga.

Selain itu, mekanisme perubahan data Perseroan Perseorangan juga dilakukan
melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut dapat meliputi perubahan kegiatan usaha,
permodalan, maupun identitas pendiri. Dalam hal Perseroan Perseorangan berkembang dan
tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan, hukum mewajibkan dilakukannya perubahan status
menjadi Perseroan Terbatas pada umumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perseroan
Perseorangan diposisikan sebagai bentuk badan hukum yang bersifat adaptif dan
transisional, mengikuti perkembangan skala usaha pendirinya.

Mekanisme pembubaran Perseroan Perseorangan juga diatur secara lebih sederhana
dibandingkan dengan Perseroan Terbatas konvensional. Pembubaran dapat dilakukan atas
kehendak pendiri, berakhirnya jangka waktu perseroan, pencabutan status badan hukum,
atau sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal
pembubaran, pendiri berkewajiban menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban perseroan
terhadap pihak ketiga sebelum dilakukan penghapusan status badan hukum dalam sistem
administrasi negara.

Kesederhanaan mekanisme pembubaran tersebut tidak berarti menghilangkan
tanggung jawab hukum pendiri. Apabila dalam proses pembubaran ditemukan adanya
penyalahgunaan badan hukum, pencampuran harta kekayaan, atau penghindaran
kewajiban hukum, pendiri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.
Dengan demikian, pembubaran Perseroan Perseorangan tidak dapat dijadikan sarana untuk
melepaskan diri dari kewajiban hukum yang telah timbul selama perseroan menjalankan
kegiatan usahanya.

Dalam perspektif kepastian hukum, mekanisme pembentukan hingga pembubaran
Perseroan Perseorangan menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk
menyeimbangkan kepentingan kemudahan berusaha dengan perlindungan hukum bagi
pihak ketiga. Prosedur yang sederhana memberikan akses legalitas yang luas bagi pelaku
usaha mikro dan kecil, namun tetap disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas apabila
kewajiban administratif dan substantif tidak dipenuhi. Dengan konstruksi demikian,
mekanisme Perseroan Perseorangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif,
tetapi juga sebagai instrumen pengendalian hukum dalam sistem perseroan nasional.
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Lebih jauh, analisis terhadap pengaturan pendirian Perseroan Perseorangan
menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara sadar menempatkan asas
kepercayaan (trust-based regulation) sebagai fondasi utama mekanisme pembentukan
badan hukum ini. Negara memberikan kemudahan maksimal kepada pendiri dengan
menghilangkan kewajiban pembuatan akta notaris, namun di saat yang sama memindahkan
beban tanggung jawab hukum sepenuhnya kepada pendiri. Setiap data dan pernyataan
yang dimuat dalam pernyataan pendirian memiliki konsekuensi hukum yang mengikat,
sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian antara data yang dinyatakan dengan keadaan yang
sebenarnya, pendiri tidak dapat berlindung di balik kesederhanaan prosedur sebagai alasan
pembenar.

Dalam kerangka hukum perseroan, model pengaturan ini memperlihatkan
pergeseran dari kontrol prosedural menuju kontrol substantif. Apabila dalam Perseroan
Terbatas konvensional notaris berperan sebagai penjaga kepatuhan hukum sejak tahap awal
pendirian, maka dalam Perseroan Perseorangan fungsi tersebut digantikan oleh mekanisme
sanksi dan pertanggungjawaban hukum di tahap selanjutnya. Dengan kata lain, hukum
tidak lagi mencegah secara ketat di awal, tetapi menegakkan konsekuensi secara tegas
apabila terjadi pelanggaran. Pendekatan ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Cipta
Kerja untuk menciptakan iklim usaha yang cepat, efisien, dan adaptif.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam
peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sangat
strategis dalam keseluruhan mekanisme Perseroan Perseorangan. Laporan keuangan bukan
sekadar alat administrasi, melainkan instrumen hukum yang menentukan apakah prinsip
pemisahan harta kekayaan antara perseroan dan pendiri benar-benar dijalankan. Dalam
konteks sengketa, laporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat bukti untuk menilai
apakah perseroan dikelola secara profesional atau justru digunakan sebagai perpanjangan
tangan dari kepentingan pribadi pendiri.

Selain itu, kewajiban administratif tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme
deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan badan hukum. Ketidakpatuhan dalam
pelaporan keuangan, keterlambatan, atau ketidaksesuaian data dapat menjadi indikator
awal bahwa perseroan tidak dijalankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena
itu, kegagalan memenuhi kewajiban ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran
administratif ringan, melainkan sebagai pelanggaran yang berpotensi membuka pintu
pertanggungjawaban pribadi pendiri.

Dalam hal perubahan status Perseroan Perseorangan menjadi Perseroan Terbatas
pada umumnya, pengaturan hukum menunjukkan adanya logika kesinambungan
(continuity of legal regulation). Hukum tidak memutus eksistensi perseroan, tetapi
mengarahkan transformasi bentuk hukumnya seiring dengan perkembangan skala usaha.
Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana tingkat pengaturan dan
pengawasan disesuaikan dengan kapasitas ekonomi dan risiko hukum yang ditimbulkan
oleh kegiatan usaha. Dengan demikian, Perseroan Perseorangan berfungsi sebagai pintu
masuk menuju rezim perseroan yang lebih kompleks.

Mekanisme pembubaran Perseroan Perseorangan juga mengandung dimensi
perlindungan hukum yang penting, khususnya bagi pihak ketiga. Meskipun pembubaran
dapat dilakukan secara administratif oleh pendiri, hukum tetap mensyaratkan penyelesaian
seluruh kewajiban perseroan terlebih dahulu. Ketentuan ini menegaskan bahwa status
badan hukum tidak dapat dihapuskan secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan
kreditur, konsumen, dan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan.

Dalam  perspektif ~—hukum pertanggungjawaban, pembubaran Perseroan
Perseorangan tidak menghapus kemungkinan diterapkannya prinsip pertanggungjawaban
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pribadi pendiri. Apabila ditemukan bahwa pembubaran dilakukan untuk menghindari
kewajiban hukum, atau terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum sebelum
pembubaran, maka pendiri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum perseroan Indonesia menganut prinsip bahwa pembubaran
badan hukum tidak boleh menjadi sarana penghindaran tanggung jawab.

Analisis normatif terhadap mekanisme pembentukan hingga pembubaran Perseroan
Perseorangan juga menunjukkan bahwa keberhasilan skema ini sangat bergantung pada
konsistensi penegakan hukum. Tanpa pengawasan dan penegakan yang memadai,
kesederhanaan prosedur justru berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan badan
hukum. Oleh karena itu, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, aparat
penegak hukum, serta peradilan menjadi krusial dalam memastikan bahwa Perseroan
Perseorangan dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, mekanisme pembentukan
hingga pembubaran Perseroan Perseorangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
dapat dipahami sebagai desain hukum yang komprehensif dan berlapis. Di satu sisi, desain
ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Di sisi lain,
hukum tetap menanamkan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan kepastian hukum
sebagai fondasi utama. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci agar Perseroan
Perseorangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kemudahan berusaha, tetapi juga
sebagai bentuk badan hukum yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam

sistem hukum nasional.

Analisis Praktik Peradilan dan Implementasi Hukum Perseroan Perseorangan

Pasca diundangkannya regulasi Cipta Kerja, eksistensi Perseroan Perseorangan (PP)
dalam praktik peradilan sering kali berujung pada berbagai sengketa keperdataan dan
niaga. Secara garis besar, sengketa yang bersinggungan dengan entitas ini dapat dipetakan
menjadi tiga bentuk utama. Kasus yang paling sering mendominasi ruang sidang adalah
wanprestasi, di mana kemudahan mendirikan PP kerap membuat pendirinya abai terhadap
manajemen risiko kontrak, sehingga memicu tuntutan ganti rugi materiil dari pihak
kreditur. Selain itu, PP juga sering terseret dalam pusaran perkara Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Dalam ranah ini, kurator umumnya menghadapi
jalan buntu saat melakukan pemberesan boedel pailit lantaran aset atau modal dasar PP
yang disengketakan sangat minim. Di sisi lain, tidak jarang pula pengadilan harus
menangani gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dipicu oleh iktikad buruk
pendiri, seperti menjadikan status badan hukum sekadar kedok untuk melakukan
penipuan, memanipulasi transaksi, atau menggalang dana fiktif yang merugikan pihak
ketiga.

Maraknya sengketa tersebut pada akhirnya membuat pengujian terhadap prinsip
tanggung jawab terbatas (limited liability) menjadi isu sentral di pengadilan. Menghadapi
kompleksitas ini, majelis hakim kini cenderung lebih progresif dalam menerapkan doktrin
Piercing the Corporate Veil untuk menembus kekebalan hukum PP. Indikator yang paling
sering dikorek oleh hakim biasanya bermuara pada jejak transaksi perbankan. Apabila di
persidangan terbukti ada percampuran dana antara rekening pribadi dan operasional
perusahaan seperti membayar utang pribadi dengan uang kantor maka batas pemisahan
kekayaan dianggap gugur, dan pendiri dipaksa bertanggung jawab secara renteng hingga
ke harta pribadinya. Keputusan hakim ini juga sangat dipengaruhi oleh kedudukan laporan
keuangan PP yang berbasis self-declaration. Karena sifatnya yang unaudited (tidak diaudit
secara independen), dokumen tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang
mengikat tanpa dukungan alat bukti lain. Bahkan, kelalaian pendiri dalam mengunggah
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laporan tahunan kerap ditafsirkan oleh hakim sebagai absennya tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance), yang secara hukum cukup untuk meruntuhkan
tameng perlindungan badan hukum itu sendiri.

Kerentanan status hukum ini sebenarnya berakar dari absennya campur tangan
notaris dalam proses pendirian awal. Meskipun pendaftaran mandiri berbasis elektronik
menawarkan efisiensi birokrasi, hal ini justru menciptakan lubang besar dalam aspek
pembuktian formil ketika terjadi proses litigasi. Di ruang sidang, pihak ketiga sering kali
meragukan keabsahan data identitas maupun kapasitas modal yang diklaim secara sepihak,
mengingat dokumen pendirian hanyalah format digital tanpa nilai otentikasi layaknya akta
notaris. Lebih jauh lagi, celah regulasi kemudahan berusaha ini melahirkan tren legal
hacking. Dalam praktiknya, bermunculan oknum yang sengaja mendirikan badan hukum
instan berbekal alamat virtual office semata-mata untuk meraup fasilitas kredit, lalu
menghilang tanpa meninggalkan aset nyata. Kondisi ini menuntut penegak hukum untuk
bekerja ekstra keras dalam menjerat para pelaku yang berlindung di balik legalitas semu
tersebut.

Siklus permasalahan PP ini kerap mencapai titik kritisnya pada fase pembubaran,
yang ironisnya sering kali dimanfaatkan sebagai jalur pintas untuk melarikan diri dari
jeratan utang. Melalui sistem daring AHU, pendiri dapat dengan mudah mengeksekusi
pembubaran sepihak meskipun kewajiban terhadap mitra atau kreditur belum diselesaikan
(clearance). Menyikapi modus cuci tangan semacam ini, pengadilan mengambil pendirian
tegas dengan tidak menganggap utang tersebut otomatis hangus bersamaan dengan
matinya perusahaan. Apabila terendus adanya pemindahan aset secara tidak wajar
menjelang pembubaran, pihak kreditur masih memiliki instrumen Actio Pauliana guna
membatalkan transaksi yang merugikan tersebut. Melalui mekanisme ini, kreditur dapat
menuntut pertanggungjawaban langsung dari eks-pendiri, sehingga kemudahan penutupan
perusahaan tidak mengorbankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Perseroan Perseorangan pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan inovasi
hukum perseroan yang bersifat progresif. Kehadiran Perseroan Perseorangan mengubah
paradigma klasik perseroan terbatas yang sebelumnya dipahami sebagai persekutuan
modal kolektif menjadi badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang. Melalui
konstruksi ini, negara memberikan kemudahan akses legalitas bagi pelaku usaha mikro dan
kecil, sekaligus tetap mengakui Perseroan Perseorangan sebagai subjek hukum mandiri
yang memiliki pemisahan kekayaan dan prinsip tanggung jawab terbatas.

Namun demikian, prinsip tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Perseorangan
tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Keberlakuannya sangat bergantung pada
kepatuhan pendiri terhadap kewajiban hukum, prinsip itikad baik, serta pemisahan yang
jelas antara harta pribadi dan harta perseroan. Undang-Undang Cipta Kerja menempatkan
mekanisme pertanggungjawaban pribadi pendiri sebagai instrumen pengendalian untuk
mencegah penyalahgunaan badan hukum. Dengan demikian, kemudahan berusaha yang
diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil tetap harus diseimbangkan dengan
perlindungan pihak ketiga, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu memperkuat
pengaturan teknis serta mekanisme pengawasan terhadap Perseroan Perseorangan,
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terutama terkait kewajiban pelaporan keuangan dan prosedur pembubaran. Penguatan ini
penting agar kesederhanaan administrasi tidak membuka ruang penyalahgunaan badan
hukum maupun penghindaran tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Selain itu, aparat
penegak hukum dan peradilan perlu menerapkan ketentuan mengenai Perseroan
Perseorangan secara konsisten dan proporsional, khususnya dalam menentukan batas
penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dan doktrin piercing the corporate veil.

Di sisi lain, pelaku usaha mikro dan kecil sebagai pendiri Perseroan Perseorangan
perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa kemudahan pendirian badan hukum harus
diimbangi dengan kepatuhan administratif, transparansi pengelolaan keuangan, dan
pemisahan harta secara tegas. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris
mengenai praktik pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Perseorangan,
terutama dalam kaitannya dengan sengketa perdata dan perlindungan kreditur. Kajian
tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
efektivitas pengaturan Perseroan Perseorangan dalam praktik hukum di Indonesia.
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